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This article examines the juridical character of Industrial Land Utilization 
Agreements (Perjanjian Pemanfaatan Tanah Industri/PPTI) that give rise to 
Building Use Rights (Hak Guna Bangunan/HGB) over Management Rights 
(Hak Pengelolaan/HPL) held by State-Owned Enterprises (BUMN) 
managing industrial estates. The central problem lies in the legal 
classification of PPTI, which is often understood in practice as either a sale 
and purchase transaction or a lease agreement. Using normative legal 
research with statutory, conceptual, limited case-based, and comparative 
approaches, this article analyzes the relationship between state control over 
land, HPL authority, contractual obligations, HGB as a land right, and legal 
certainty. The findings show that PPTI cannot be reduced to a conventional 
sale and purchase because HPL is not transferred to investors. It also 
cannot be treated as a pure lease because PPTI becomes the basis for the 
issuance of HGB, which has administrative and proprietary effects and may 
serve as collateral under certain legal requirements. Therefore, PPTI is 
more appropriately qualified as a sui generis agreement: a special 
contractual construction that combines public authority, private contractual 
relations, land administration, and property-law consequences. This 
classification contributes to legal certainty by clarifying the position of BUMN 
as HPL holders, investors as HGB holders, creditors as security holders, 
and public authorities in interpreting industrial land utilization consistently. 
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I. PENDAHULUAN 
Pembangunan ekonomi nasional menempatkan kawasan industri sebagai 

instrumen penting untuk menarik investasi, memperkuat basis manufaktur, dan 
menyediakan ruang produksi yang terhubung dengan infrastruktur logistik. Dalam praktik 
investasi, tanah industri tidak hanya dipahami sebagai objek fisik tempat pabrik atau gudang 
didirikan, tetapi juga sebagai dasar kepastian usaha. Investor membutuhkan kepastian 
mengenai status hak, jangka waktu penggunaan, akses pembiayaan, kemungkinan 
pengalihan, pembebanan jaminan, dan stabilitas hubungan hukum dengan pengelola 
kawasan.(Suhardiman et al., 2025) Oleh karena itu, kepastian hukum atas skema 
pemanfaatan tanah kawasan industri menjadi bagian penting dari iklim investasi dan 
pembangunan ekonomi nasional. 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengelola kawasan industri memiliki 
posisi khas. BUMN tidak hanya bergerak sebagai badan usaha yang mengejar keuntungan, 
tetapi juga memikul mandat publik untuk memberi sumbangan bagi perkembangan 
perekonomian nasional dan menyelenggarakan kemanfaatan umum.(Koto, 2021) 
Kedudukan ini menjadi lebih kompleks ketika tanah yang dikelola berada dalam rezim Hak 
Pengelolaan (HPL). Di satu sisi, BUMN dituntut mengoptimalkan tanah untuk kepentingan 
investasi; di sisi lain, tanah tersebut tetap berada dalam kerangka penguasaan negara 
sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai objek privat sepenuhnya. 
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Secara konstitusional, penguasaan tanah oleh negara bersumber dari Pasal 33 
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan 
bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat. Norma tersebut dijabarkan dalam Pasal 2 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang memberi 
kewenangan kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, 
pemeliharaan tanah, serta menentukan hubungan hukum antara subjek hukum dengan 
tanah.(Maria S.W. Sumardjono, 2008) Dalam doktrin hukum agraria, Hak Menguasai Negara 
tidak identik dengan eigendom negara dalam pengertian perdata. Negara bukan pemilik 
absolut atas seluruh tanah, melainkan pemegang kewenangan publik untuk mengatur 
penggunaan tanah sesuai fungsi sosial dan tujuan kemakmuran rakyat (Boedi Harsono, 
2008).  

HPL merupakan salah satu bentuk pelimpahan sebagian kewenangan Hak 
Menguasai Negara kepada subjek tertentu (Baehaki, 2025). Walaupun UUPA tidak 
merumuskan HPL sebagai salah satu hak atas tanah sebagaimana Hak Milik, Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Sewa, embrio normatifnya dapat 
ditemukan dalam Penjelasan Umum II angka 2 UUPA yang menyebut kemungkinan tanah 
negara diberikan dalam pengelolaan kepada badan penguasa untuk pelaksanaan tugasnya. 
Dalam perkembangan berikutnya, HPL memperoleh pengaturan lebih tegas melalui 
berbagai regulasi, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Pasal 1 angka 3 
peraturan tersebut mendefinisikan HPL sebagai hak menguasai dari negara yang 
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. 

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa HPL memiliki sifat publik-privat. Ia 
bersumber dari kewenangan publik negara, tetapi pemegangnya dapat melakukan 
perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Boedi Harsono menjelaskan bahwa HPL 
merupakan bagian dari Hak Menguasai Negara yang kewenangan pelaksanaannya 
dilimpahkan kepada badan tertentu untuk merencanakan peruntukan, menggunakan, dan 
menyerahkan bagian tanah kepada pihak ketiga (Badrulzaman, 2023). Karena itu, BUMN 
pemegang HPL tidak dapat diposisikan sebagai pemilik privat yang bebas mengalihkan 
tanah seperti pemegang hak milik, tetapi juga tidak dapat diposisikan sebagai pejabat publik 
murni yang tidak dapat mengadakan hubungan perdata. 

Dalam kawasan industri, HPL menjadi dasar bagi BUMN untuk menyediakan tanah 
bagi investor. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 memungkinkan 
HPL diberikan kepada BUMN, sedangkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa 
penggunaan dan pemanfaatan seluruh atau sebagian tanah HPL oleh pihak lain dilakukan 
berdasarkan perjanjian pemanfaatan tanah. Dalam praktik kawasan industri, perjanjian ini 
dikenal sebagai Perjanjian Pemanfaatan Tanah Industri (PPTI). Melalui PPTI, BUMN 
pemegang HPL menyediakan bagian tanah kawasan industri untuk dimanfaatkan investor, 
sedangkan investor memperoleh dasar untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan (HGB) di 
atas HPL. 

HGB di atas HPL memiliki karakter hukum yang berbeda dari sewa tanah biasa. 
Pasal 35 UUPA menyatakan bahwa HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 
bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dalam jangka waktu tertentu. Pemegang HGB 
memperoleh hak atas tanah yang didaftarkan, memiliki publisitas dalam sistem pendaftaran 
tanah, dan dalam batas tertentu dapat dialihkan atau dibebani Hak Tanggungan. Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 menempatkan HGB sebagai salah satu objek Hak 
Tanggungan. Kajian Gode juga menunjukkan bahwa HGB di atas HPL dapat menjadi objek 
Hak Tanggungan sepanjang syarat hukum pertanahan terpenuhi dan terdapat persetujuan 
pemegang HPL (Gode et al., 2023). Dengan demikian, pemegang HGB di atas HPL tidak 
dapat disamakan dengan penyewa yang hanya memegang hak perseorangan. 

Pada titik inilah muncul problem kualifikasi yuridis. Dalam praktik bisnis, PPTI 
sering dipahami sebagai transaksi yang menyerupai jual-beli atau pengalihan tanah kavling 
industri karena terdapat pembayaran bernilai ekonomis, penerbitan HGB, serta 
kemungkinan investor mengalihkan atau menjaminkan HGB. Akan tetapi, konstruksi jual-beli 



85 Santoso, et.al. Sifat Sui Generis, hal 83-96 

Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 
e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 

http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj 

  

tidak sepenuhnya tepat. Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan 
jual-beli sebagai perjanjian yang mewajibkan satu pihak menyerahkan suatu kebendaan dan 
pihak lain membayar harga yang dijanjikan. Dalam PPTI, objek utama berupa HPL tidak 
dialihkan kepada investor. BUMN tetap menjadi pemegang HPL, sedangkan investor 
memperoleh HGB di atas HPL dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, unsur 
penyerahan penuh atas objek utama sebagaimana lazimnya jual-beli tidak terpenuhi. 

Sebaliknya, PPTI juga tidak memadai apabila dikualifikasikan sebagai sewa-
menyewa murni. Pasal 1548 KUH Perdata menyatakan bahwa sewa-menyewa adalah 
perjanjian yang memberi kenikmatan atas suatu barang selama waktu tertentu dengan 
pembayaran harga sewa. PPTI memang memuat unsur penggunaan tanah dalam jangka 
waktu tertentu dengan imbalan tertentu. Namun, hubungan hukum tersebut tidak berhenti 
pada pemberian kenikmatan atas barang. PPTI justru menjadi dasar lahirnya HGB yang 
didaftarkan, memiliki dimensi kebendaan, dan dapat menjadi objek jaminan. Putri dan 
Setyadji menunjukkan bahwa HGB di atas HPL memiliki prinsip hukum yang khas karena 
eksistensinya tetap terhubung dengan kedudukan pemegang HPL.(Putri & Setyadi, 2024) 
Karena itu, penyamaan PPTI dengan sewa murni dapat mereduksi kedudukan investor dari 
pemegang hak atas tanah menjadi sekadar penyewa. 

Kekaburan norma ini semakin terlihat setelah berlakunya Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK) 73 tentang Sewa sebagai adopsi dari IFRS 16 Leases. PSAK 
73 menilai bahwa suatu kontrak mengandung sewa apabila memberikan hak untuk 
mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama periode tertentu dengan imbalan 
tertentu. Pendekatan ini menitikberatkan analisis pada substansi ekonomi dan kendali atas 
aset, bukan semata-mata label formal perjanjian. Di sinilah asas substance over form 
menjadi relevan. Dalam konteks PPTI, asas ini tidak digunakan untuk menyimpulkan bahwa 
PPTI adalah sewa, melainkan untuk menunjukkan bahwa label jual-beli maupun sewa 
sama-sama tidak memadai. Dari sisi ekonomi terdapat penggunaan aset berjangka, tetapi 
dari sisi hukum pertanahan lahir HGB sebagai hak atas tanah. Dengan demikian, substansi 
yang dibaca harus meliputi substansi ekonomi dan substansi hukum pertanahan. 

Pasal 1320 KUH Perdata tetap menjadi dasar untuk menilai sah (Subekti, 2005) 
atau tidaknya PPTI sebagai perjanjian, sedangkan Pasal 1338 KUH Perdata memberi 
kekuatan mengikat kepada perjanjian yang dibuat secara sah (Agus Yudha Hernoko, 2010). 
Namun, asas kebebasan berkontrak tidak boleh dibaca mutlak. Dalam konteks PPTI, 
kebebasan para pihak dibatasi oleh karakter objek perjanjian, yaitu tanah HPL yang 
bersumber dari pelimpahan sebagian kewenangan negara. Para pihak tidak dapat melalui 
kontrak mengubah HPL menjadi objek jual-beli privat, dan tidak dapat pula meniadakan 
akibat hukum HGB yang lahir di atas HPL. 

Aspek perpajakan dapat muncul sebagai konsekuensi turunan dari kekaburan 
tersebut. Apabila PPTI dipandang sebagai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, 
rezim yang mungkin relevan adalah Pajak Penghasilan Final atas pengalihan hak. 
Sebaliknya, apabila dianggap sewa, rezim yang mungkin digunakan adalah Pajak 
Penghasilan Final atas persewaan tanah dan/atau bangunan. Namun, penelitian ini tidak 
menjadikan akuntansi dan pajak sebagai fokus utama. Keduanya hanya ditempatkan 
sebagai konteks yang memperlihatkan akibat praktis dari ketidakjelasan klasifikasi hukum. 
Fokus utama penelitian tetap berada pada konstruksi hukum pertanahan, hukum kontrak, 
dan kepastian hukum. 

Kajian terdahulu telah memberikan dasar penting, tetapi belum secara khusus 
menyelesaikan persoalan kualifikasi PPTI. Santoso menelaah eksistensi HPL dalam hukum 
tanah nasional dan menegaskan bahwa HPL memungkinkan pemberian hak atas tanah 
kepada pihak ketiga.(Santoso, 2012) Zulfikar, Pujiwati, dan Wahjuni membahas kedudukan 
HPL dalam kaitannya dengan barang milik negara atau daerah, serta menunjukkan masih 
adanya problem kepastian hukum dalam pengaturan HPL.(Dinur et al., 2022) Putri dan 
Setyadji mengkaji prinsip hukum HGB di atas HPL pada tanah reklamasi, tetapi tidak 
menempatkan PPTI kawasan industri BUMN sebagai objek utama. Gode menganalisis HGB 
di atas HPL sebagai objek Hak Tanggungan, namun fokusnya berada pada pembiayaan 
dan jaminan, bukan pada karakter PPTI sebagai dasar lahirnya HGB. Dengan demikian, 
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kebaruan artikel ini terletak pada upaya menempatkan PPTI sebagai simpul yang 
menghubungkan HPL, HGB, hukum perjanjian, dan kepastian hukum. 

Kajian mutakhir mengenai HGB di atas HPL menunjukkan bahwa persoalan HPL-
HGB telah banyak dibahas dari sudut jangka waktu, perlindungan pemegang HGB, 
sengketa penguasaan, objek jaminan, dan akibat berakhirnya perjanjian pemanfaatan 
tanah.(Alviola & Silviana, 2023; Made Putri Laras Sapta Ananda et al., 2022) Beberapa 
kajian juga telah membahas HGB di atas HPL dalam kaitannya dengan perlindungan 
kreditur, status sertifikat, dualisme kepemilikan, pengaturan HPL pasca UU Cipta Kerja, dan 
perbandingan antara HGB di atas HPL dengan sewa tanah (Abd Harris et al., 2021; 
Djumeno & Fauzi, 2022). Namun, kajian-kajian tersebut belum secara khusus menempatkan 
Perjanjian Pemanfaatan Tanah Industri (PPTI) pada kawasan industri BUMN sebagai objek 
utama kualifikasi yuridis. Kebaruan artikel ini terletak pada konstruksi PPTI sebagai 
perjanjian sui generis yang tidak hanya menjelaskan hubungan HPL-HGB, tetapi juga 
menghubungkannya dengan teori kewenangan, teori hubungan hukum, klasifikasi 
perjanjian, teori hak kebendaan, asas substance over form, dan kepastian hukum (Fuad et 
al., 2023; Pamujiningsih & Priyono, 2014).   

Dua referensi terlampir semakin mempertegas letak kebaruan penelitian ini. 
Disertasi Gunadi memang secara khusus membahas pengaturan HGB di atas HPL bagi 
BUMN kawasan industri sebagai pelimpahan kewenangan negara dan menegaskan bahwa 
pengaturan yang belum konsisten menimbulkan ketidakpastian hukum serta membutuhkan 
pengaturan atau pedoman yang lebih menyeluruh.(G.A. Gunadi, 2018) Namun, fokus kajian 
tersebut masih berada pada pengaturan HGB di atas HPL, kewenangan BUMN pemegang 
HPL, dan kebutuhan harmonisasi regulasi, belum pada kualifikasi dogmatik PPTI sebagai 
perjanjian yang berdiri sendiri. Sementara itu, kajian Trasaenda, Pramesti, Sabrina, Insani, 
dan Tarina mengenai sengketa Rumah Susun Mangga Dua Court menunjukkan bahwa HGB 
di atas HPL diakui secara normatif berdasarkan UUPA dan PP Nomor 18 Tahun 2021, tetapi 
tetap bergantung pada persetujuan pemegang HPL dan rentan menimbulkan ketidakpastian 
apabila transparansi, prosedur perpanjangan, dan harmonisasi regulasi tidak memadai 
(Resfa et al., 2026). Perbedaan fokus kedua referensi tersebut mempertegas novelty artikel 
ini: PPTI tidak hanya ditempatkan sebagai latar pemberian HGB, tetapi dikonstruksikan 
sebagai perjanjian sui generis yang menjembatani kewenangan HPL, lahirnya HGB, 
pembiayaan, dan kepastian hukum. 

Signifikansi penelitian ini terletak pada kemampuannya memberi arah konseptual 
bagi praktik perumusan PPTI. Apabila karakter PPTI diakui secara jelas, para pihak dapat 
menyusun klausul dengan lebih tepat, pejabat pertanahan dapat membaca hubungan HPL-
HGB secara konsisten, kreditur dapat menilai objek jaminan secara lebih akurat, dan otoritas 
publik dapat menghindari penafsiran yang saling bertentangan. Dengan demikian, isu 
hukum yang dikaji dalam artikel ini adalah kekaburan norma mengenai kualifikasi yuridis 
PPTI yang melahirkan HGB di atas HPL BUMN. Rumusan masalah yang diajukan adalah: 
pertama, bagaimana karakteristik yuridis PPTI yang melahirkan HGB di atas HPL BUMN; 
dan kedua, mengapa PPTI perlu dikualifikasikan sebagai perjanjian sui generis dalam 
perspektif kepastian hukum. 
 

II. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena persoalan 

yang dibahas adalah kekaburan norma mengenai kualifikasi yuridis PPTI, bukan 
pengukuran empiris atas perilaku para pihak. Penelitian hukum normatif diarahkan untuk 
menelaah norma hukum positif, asas hukum, doktrin, dan argumentasi konseptual guna 
membangun konstruksi hukum yang lebih tepat.(Marzuki, 2021) 
Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus 
secara terbatas, dan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk 
menelaah UUD NRI 1945, UUPA, KUH Perdata, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang 
Hak Tanggungan, PP No. 18 Tahun 2021, PP No. 34 Tahun 2016, PP No. 34 Tahun 2017, 
dan peraturan terkait. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis HMN, HPL, 
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HGB, hak kebendaan, hak perseorangan, kebebasan berkontrak, substance over form, 
kepastian hukum, dan perjanjian sui generis. Bahan hukum primer berupa peraturan 
perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan 
hasil penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan menafsirkan norma, 
mengidentifikasi kekaburan klasifikasi, menilai kecukupan kategori jual-beli dan sewa, serta 
menawarkan konstruksi PPTI sebagai perjanjian sui generis. 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakter Yuridis Perjanjian Pemanfaatan Tanah Industri dalam Konstruksi HPL-HGB 
BUMN 

Secara teoritik, karakter yuridis PPTI dapat dianalisis melalui teori kewenangan dan 
teori hubungan hukum. Teori kewenangan menempatkan setiap tindakan hukum yang 
dilakukan oleh subjek hukum publik atau badan yang menjalankan fungsi publik harus dapat 
ditelusuri dasar atribusi, delegasi, atau pelimpahan kewenangannya. Dalam hukum 
administrasi, kewenangan dipahami sebagai kekuasaan hukum yang sah untuk melakukan 
tindakan pemerintahan, dan sumber kewenangan tersebut lazim ditelusuri melalui atribusi, 
delegasi, dan mandat.(Hadjon, 1997) Dalam konteks HPL, BUMN tidak bertindak sebagai 
pemilik privat yang bebas memperlakukan tanah sebagai objek komersial biasa, melainkan 
sebagai pemegang sebagian kewenangan negara untuk mengelola tanah sesuai tujuan 
yang telah ditentukan oleh hukum pertanahan. Oleh karena itu, kewenangan BUMN dalam 
membuat PPTI tidak lahir semata-mata dari kapasitasnya sebagai badan hukum perdata, 
tetapi dari kedudukannya sebagai pemegang HPL yang memperoleh pelimpahan sebagian 
Hak Menguasai Negara (Boedi Harsono, 2008).  

Teori hubungan hukum juga membantu menjelaskan bahwa PPTI membentuk relasi 
hukum berlapis. Hubungan hukum secara teoritik dipahami sebagai hubungan antara dua 
atau lebih subjek hukum yang diatur oleh hukum dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi 
para pihak.(Sudikno Mertokusumo, 2008) Hubungan pertama adalah hubungan publik 
antara negara dan pemegang HPL, karena HPL bersumber dari Hak Menguasai Negara. 
Hubungan kedua adalah hubungan kontraktual antara BUMN pemegang HPL dan investor 
melalui PPTI. Hubungan ketiga adalah hubungan kebendaan yang lahir ketika investor 
memperoleh HGB di atas HPL. Dengan demikian, PPTI tidak dapat dibaca hanya sebagai 
kontrak obligatoir, sebab perjanjian tersebut menjadi pintu masuk bagi lahirnya hak atas 
tanah yang memiliki akibat publik, administratif, dan kebendaan (Santoso, 2012). 

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 memberi 
dasar normatif bahwa penggunaan dan pemanfaatan tanah HPL oleh pihak lain dilakukan 
berdasarkan perjanjian pemanfaatan tanah. Norma ini penting karena menunjukkan bahwa 
hubungan antara pemegang HPL dan investor tidak lahir semata-mata dari transaksi jual-
beli atau sewa dalam KUH Perdata, tetapi dari perjanjian khusus yang secara eksplisit diakui 
dalam rezim hukum pertanahan. Dalam praktik kawasan industri, perjanjian inilah yang 
disebut sebagai PPTI. Kedudukannya menjadi jembatan antara kewenangan BUMN sebagai 
pemegang HPL dan kebutuhan investor untuk memperoleh penguasaan tanah yang aman, 
terdaftar, dan dapat digunakan sebagai dasar kegiatan usaha. 

Karakter yuridis PPTI semakin jelas ketika dikaitkan dengan Hak Guna Bangunan 
(HGB) yang lahir di atas HPL. Pasal 35 UUPA mendefinisikan HGB sebagai hak untuk 
mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dalam jangka 
waktu tertentu. Dengan demikian, HGB bukan sekadar izin menggunakan tanah dan bukan 
pula hak menikmati barang sebagaimana lazimnya sewa. HGB adalah hak atas tanah yang 
dapat didaftarkan, mempunyai publisitas, memiliki jangka waktu, dan dalam kondisi tertentu 
dapat dialihkan atau dibebani Hak Tanggungan. Di sinilah perbedaan mendasar antara 
pemegang HGB di atas HPL dan penyewa biasa: pemegang HGB memegang hak atas 
tanah, sedangkan penyewa pada umumnya hanya memegang hak perseorangan. 

Dari sudut pandang BUMN, PPTI memungkinkan optimalisasi tanah HPL tanpa 
mengalihkan HPL kepada investor. Desain ini penting bagi akuntabilitas pengelolaan aset 
publik. BUMN dapat memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan tanah kawasan 
industri, tetapi tetap mempertahankan kedudukan sebagai pemegang HPL. Dari sudut 
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pandang investor, PPTI memberi dasar bagi penguasaan tanah yang lebih stabil daripada 
sewa biasa karena dilanjutkan dengan HGB. Dari sudut pandang negara, desain ini tetap 
menjaga agar tanah yang berasal dari penguasaan negara tidak keluar sepenuhnya dari 
kerangka pengelolaan publik. Oleh karena itu, PPTI adalah instrumen hukum yang 
menyeimbangkan kepentingan negara, BUMN, investor, dan pembangunan ekonomi. 

Karakter yuridis PPTI juga tampak dari keberlanjutan hubungan antara pemegang 
HPL dan pemegang HGB. Dalam jual-beli tanah biasa, setelah hak beralih, hubungan 
penjual dan pembeli atas objek umumnya berakhir, kecuali ada kewajiban tambahan 
tertentu. Dalam PPTI, hubungan BUMN dan investor tetap berlangsung selama masa 
pemanfaatan tanah. Investor masih harus memperhatikan ketentuan kawasan, peruntukan 
penggunaan tanah, persetujuan pengalihan atau pembebanan tertentu, ketentuan 
lingkungan, serta mekanisme perpanjangan atau pembaruan hak. Hubungan yang terus 
berlangsung ini menunjukkan bahwa PPTI tidak identik dengan jual-beli yang bersifat final. 

Di sisi lain, hubungan yang terus berlangsung tersebut tidak berarti PPTI identik 
dengan sewa. Dalam sewa-menyewa, penyewa hanya memperoleh kenikmatan atas barang 
dan pada umumnya tidak memperoleh hak atas tanah yang dapat didaftarkan sebagai hak 
kebendaan. Dalam PPTI, investor memperoleh atau diarahkan untuk memperoleh HGB, 
yaitu hak yang mempunyai karakter kebendaan dalam sistem hukum pertanahan. Kewajiban 
investor untuk mematuhi ketentuan pemegang HPL tidak menghilangkan sifat HGB sebagai 
hak atas tanah. Pembatasan tersebut justru merupakan konsekuensi dari struktur HGB di 
atas HPL. 

Dengan demikian, karakter yuridis PPTI dapat dirumuskan sebagai perjanjian 
pemanfaatan tanah HPL yang dibuat oleh BUMN pemegang HPL dengan investor untuk 
memberikan dasar penggunaan tanah industri dan perolehan HGB di atas HPL dalam 
jangka waktu tertentu, dengan pembayaran tertentu, tanpa mengalihkan HPL kepada 
investor. Rumusan ini menangkap unsur-unsur utama PPTI: adanya perjanjian, objek 
berupa tanah HPL, kedudukan BUMN sebagai pemegang HPL, kedudukan investor sebagai 
penerima manfaat dan calon pemegang HGB, adanya jangka waktu, adanya pembayaran, 
serta tidak adanya peralihan HPL. Unsur-unsur inilah yang menjadi dasar untuk menilai 
bahwa PPTI memiliki karakter khusus. 
 
Ketidakcukupan Kategori Jual-Beli dan Sewa-Menyewa dalam Menjelaskan PPTI 

Persoalan utama pada bagian ini dalam kacamata teoritik adalah persoalan 
klasifikasi hukum. Dalam tradisi hukum perdata, suatu perjanjian dikualifikasikan 
berdasarkan unsur esensialnya, bukan semata-mata berdasarkan istilah yang dipilih para 
pihak. Unsur esensial jual-beli adalah adanya penyerahan hak atau benda dengan 
pembayaran harga, sedangkan unsur esensial sewa-menyewa adalah pemberian 
kenikmatan atas barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Apabila 
unsur esensial suatu hubungan hukum tidak sepenuhnya sesuai dengan salah satu kategori 
perjanjian bernama, maka pemaksaan klasifikasi justru dapat melahirkan kesalahan 
konseptual (Badrulzaman, 2023; Subekti, 2005). 

Teori perjanjian tidak bernama memberikan ruang bagi lahirnya kontrak-kontrak 
baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata. Perjanjian tidak bernama lahir 
dari asas kebebasan berkontrak, yaitu kebebasan para pihak untuk membuat bentuk 
perjanjian baru sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak bertentangan dengan 
undang-undang, ketertiban umum, serta kesusilaan. Namun, PPTI tidak cukup hanya 
disebut sebagai perjanjian tidak bernama karena akibat hukumnya melampaui hubungan 
obligatoir biasa. PPTI tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban personal antara BUMN 
dan investor, tetapi juga menjadi dasar lahirnya HGB di atas HPL. Oleh sebab itu, 
ketidakcukupan kategori jual-beli dan sewa-menyewa harus dibaca bersama perbedaan 
antara hak perseorangan dan hak kebendaan (Agus Yudha Hernoko, 2010). 

Dari sudut teori hak kebendaan, penyewa pada umumnya hanya memegang hak 
relatif terhadap pihak yang menyewakan, sedangkan pemegang HGB memperoleh hak atas 
tanah yang diakui melalui sistem pendaftaran dan dapat mempunyai daya berlaku terhadap 
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pihak ketiga. Perbedaan ini menjelaskan mengapa PPTI tidak dapat direduksi sebagai sewa. 
Sebaliknya, karena HPL tidak pernah berpindah kepada investor, PPTI juga tidak dapat 
disebut jual-beli. Dengan demikian, kesimpulan bahwa PPTI bukan jual-beli dan bukan sewa 
tidak menunjukkan nihilnya hubungan hukum, melainkan menunjukkan perlunya kategori 
yang lebih tepat (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981).  

Dengan demikian, kebutuhan untuk membaca PPTI sebagai perjanjian sui generis 
lahir dari kegagalan kategori jual-beli dan sewa-menyewa dalam menangkap keseluruhan 
struktur hukum PPTI, yaitu struktur yang memadukan hubungan kontraktual, kewenangan 
HPL, dan lahirnya HGB sebagai hak atas tanah. 

Kualifikasi PPTI sebagai jual-beli tampak menarik pada tingkat bisnis karena dalam 
banyak transaksi terdapat pembayaran bernilai besar di muka, penerbitan HGB, 
kemungkinan pengalihan HGB, dan penggunaan istilah yang menyerupai penjualan kavling. 
Namun, apabila diuji secara doktrinal, konstruksi jual-beli tidak memadai. Pasal 1457 KUH 
Perdata mendefinisikan jual-beli sebagai perjanjian yang mewajibkan satu pihak 
menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya membayar harga yang dijanjikan. Dalam 
konteks jual-beli hak atas tanah, inti peristiwa hukumnya adalah peralihan hak dari penjual 
kepada pembeli. Pada PPTI, HPL tidak berpindah kepada investor. BUMN tetap menjadi 
pemegang HPL, sedangkan investor memperoleh HGB di atas HPL untuk jangka waktu 
tertentu. 

Kelemahan kualifikasi jual-beli juga terlihat dari keberlanjutan kedudukan BUMN 
setelah PPTI ditandatangani. Apabila transaksi benar-benar jual-beli atas objek utama, 
maka pihak yang menjual tidak lagi mempunyai kedudukan hukum berkelanjutan atas objek 
yang dijual. Dalam PPTI, BUMN tetap mempunyai kepentingan terhadap pengelolaan 
kawasan industri, persetujuan tertentu, peruntukan penggunaan tanah, tertib kawasan, dan 
keberlanjutan hubungan hukum sampai HGB berakhir. Dengan demikian, hubungan hukum 
yang terbentuk bukan hubungan pelepasan penuh, melainkan hubungan pemanfaatan 
berlapis. 

Kualifikasi sebagai sewa-menyewa juga tidak memadai. Pasal 1548 KUH Perdata 
menyatakan bahwa sewa-menyewa adalah perjanjian yang memberi kenikmatan atas 
barang selama waktu tertentu dengan pembayaran harga sewa. Memang, PPTI 
mengandung unsur pemanfaatan tanah dalam jangka waktu tertentu dan adanya 
pembayaran. Namun, unsur tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa PPTI adalah 
sewa. Hubungan sewa pada umumnya melahirkan hak perseorangan, sedangkan PPTI 
menjadi dasar lahirnya HGB sebagai hak atas tanah. Pemegang HGB mempunyai 
kedudukan hukum yang tidak dapat disamakan dengan penyewa biasa. 

Perbedaan antara hak perseorangan dan hak kebendaan menjadi penting. Hak 
perseorangan hanya menimbulkan tuntutan terhadap pihak tertentu, sedangkan hak 
kebendaan mempunyai daya ikat terhadap objek dan diakui melalui sistem publisitas. HGB 
di atas HPL didaftarkan dalam sistem pendaftaran tanah dan dapat menjadi objek Hak 
Tanggungan dengan persyaratan tertentu. Jika PPTI direduksi menjadi sewa, maka dimensi 
kebendaan HGB berpotensi diabaikan. Akibatnya, investor dapat dianggap hanya sebagai 
penyewa, padahal dalam struktur pertanahan ia memperoleh hak atas tanah yang lebih kuat 
(Gode et al, 2023), (Putri & Setyadi, 2024). 

Penyamaan PPTI dengan sewa juga dapat menimbulkan problem pembiayaan. 
Investor kawasan industri umumnya membangun pabrik, gudang, instalasi produksi, fasilitas 
utilitas, dan infrastruktur internal dengan biaya besar. Pembiayaan proyek semacam ini 
sering memerlukan jaminan kepada bank. Jika kedudukan investor hanya dianggap sebagai 
penyewa, kualitas jaminan menjadi lebih lemah karena hak sewa tidak sama dengan HGB 
yang dapat dibebani Hak Tanggungan. Sebaliknya, jika HGB diakui sebagai hak atas tanah 
di atas HPL, kreditur dapat menilai objek jaminan secara lebih akurat dengan tetap 
memperhatikan persetujuan pemegang HPL dan batasan yang berlaku. 

Asas substance over form dapat membantu membaca persoalan ini, tetapi harus 
dipakai secara proporsional. Dalam hukum pajak dan akuntansi, asas ini mengutamakan 
substansi ekonomi daripada bentuk formal transaksi. PSAK 73, misalnya, menilai suatu 
kontrak mengandung sewa apabila memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset 
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identifikasian selama periode tertentu dengan imbalan tertentu. Jika ukuran ini digunakan 
secara sempit, PPTI dapat terlihat seperti sewa karena investor menggunakan tanah dalam 
jangka waktu tertentu dan membayar sejumlah imbalan. Akan tetapi, analisis hukum tidak 
boleh berhenti pada substansi ekonomi semata. Substansi hukum pertanahan juga harus 
dibaca, yaitu lahirnya HGB di atas HPL. 

Dengan demikian, substance over form tidak harus membawa kesimpulan bahwa 
PPTI adalah sewa. Asas tersebut justru memperlihatkan bahwa label jual-beli maupun sewa 
sama-sama tidak menangkap substansi utuh PPTI. Dari sisi ekonomi, ada penggunaan aset 
berjangka dengan imbalan. Dari sisi hukum, ada perjanjian pemanfaatan tanah HPL yang 
melahirkan HGB. Dari sisi kelembagaan, BUMN tetap memegang HPL sebagai pelaksanaan 
sebagian kewenangan negara. Dari sisi pembiayaan, HGB dapat berfungsi sebagai objek 
jaminan. Substansi utuh PPTI adalah kombinasi semua unsur tersebut. 

Aspek perpajakan dan akuntansi memang dapat terdampak oleh kualifikasi PPTI. 
Jika dipandang sebagai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, rezim pajak yang 
relevan dapat berbeda dibandingkan jika dipandang sebagai sewa. Namun, dalam analisis 
yuridis, aspek pajak dan akuntansi sebaiknya ditempatkan sebagai konsekuensi turunan, 
bukan sebagai penentu utama karakter hukum. Karakter hukum PPTI harus terlebih dahulu 
ditentukan melalui hukum pertanahan dan hukum perjanjian. Setelah karakter itu jelas, 
bidang pajak dan akuntansi dapat menilai akibat lanjutannya secara lebih konsisten. 

Dengan demikian, PPTI tidak tepat disebut jual-beli karena HPL tidak berpindah. 
PPTI juga tidak tepat disebut sewa karena investor memperoleh HGB yang memiliki karakter 
hak atas tanah. Kedua kategori itu hanya menangkap sebagian unsur PPTI, tetapi gagal 
menjelaskan keseluruhan struktur hukumnya. Oleh sebab itu, diperlukan kategori yang lebih 
akurat, yaitu perjanjian sui generis. Kategori ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan 
hukum di luar sistem, melainkan untuk memberi nama dan konstruksi yang tepat bagi 
hubungan hukum yang memang telah diakui dalam PP 18/2021 melalui istilah perjanjian 
pemanfaatan tanah. 
 
 PPTI sebagai Perjanjian Sui Generis dalam Perspektif Kepastian Hukum 

Konsep sui generis secara teoritik menunjuk pada suatu konstruksi hukum yang 
memiliki sifat tersendiri dan tidak dapat sepenuhnya dimasukkan ke dalam kategori yang 
telah tersedia. Secara etimologis, sui generis berarti “of its own kind” atau berada dalam 
kelasnya sendiri, sehingga dalam konteks hukum digunakan untuk menunjuk klasifikasi 
hukum yang berdiri secara mandiri karena karakter, struktur, atau akibat hukumnya tidak 
sepenuhnya sama dengan kategori umum yang telah dikenal (Bryan A. Garner, 2019). 
Dalam hukum, istilah ini lazim digunakan ketika suatu institusi atau hubungan hukum 
memiliki unsur-unsur yang beririsan dengan beberapa kategori, tetapi keseluruhan struktur 
dan akibat hukumnya membentuk karakter mandiri. Dengan demikian, sui generis bukan 
sekadar label untuk menyebut sesuatu yang unik, melainkan kategori analitis untuk 
menghindari penyederhanaan hukum yang keliru, terutama ketika suatu hubungan hukum 
modern tidak memadai apabila dipaksakan masuk ke dalam kategori klasik seperti jual-beli, 
sewa-menyewa, atau jenis perjanjian bernama lainnya (Bryan A. Garner, 2019). 

Dalam hukum kontrak, penggunaan kategori sui generis juga dapat dikaitkan dengan 
berkembangnya perjanjian tidak bernama dan perjanjian campuran, yaitu bentuk-bentuk 
hubungan kontraktual yang lahir dari asas kebebasan berkontrak tetapi memiliki struktur dan 
akibat hukum yang tidak selalu dapat dijelaskan secara utuh oleh kategori perjanjian 
bernama dalam KUH Perdata (Subekti, 2005). 

PPTI memenuhi karakter sui generis karena memiliki sekurang-kurangnya empat ciri 
teoritik. Pertama, subjeknya bersifat khusus karena salah satu pihak adalah BUMN 
pemegang HPL yang menjalankan sebagian kewenangan negara. Kedua, objeknya bersifat 
khusus karena berupa bagian tanah HPL yang tidak dapat diperlakukan sama dengan tanah 
milik privat. Ketiga, akibat hukumnya bersifat khusus karena PPTI menjadi dasar lahirnya 
HGB di atas HPL. Keempat, relasinya bersifat publik-privat karena kontrak perdata tersebut 
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bekerja di dalam batas rezim hukum pertanahan. Keempat ciri ini membentuk konstruksi 
yang berbeda dari jual-beli, sewa, maupun perjanjian tidak bernama biasa. 

Dari perspektif teori kepastian hukum, kualifikasi sui generis diperlukan agar para 
pihak dapat memprediksi akibat hukum PPTI secara konsisten. Kepastian hukum tidak 
hanya menuntut tersedianya norma tertulis, tetapi juga menuntut kejelasan klasifikasi, 
koherensi antaraturan, dan stabilitas penafsiran. Apabila PPTI terus dibaca secara 
bergantian sebagai jual-beli atau sewa sesuai kepentingan masing-masing aktor, maka 
norma yang ada tidak cukup menghasilkan kepastian. Kualifikasi sui generis berfungsi 
sebagai jembatan konseptual untuk memastikan bahwa HPL tetap berada pada BUMN, 
HGB diakui sebagai hak investor, dan hubungan keduanya dipahami dalam satu konstruksi 
yang konsisten. 

Dengan demikian, sui generis tidak boleh dipahami sebagai tanda adanya 
kekosongan hukum total. Sebaliknya, ia merupakan cara untuk mengisi kekaburan 
kualifikasi melalui konstruksi dogmatik yang lebih sesuai dengan sistem hukum. PPTI tetap 
berakar pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, UUPA, serta PP 18/2021. Namun, 
karena norma-norma tersebut belum memberi nama dogmatik yang tegas terhadap karakter 
PPTI, konsep sui generis diperlukan untuk membangun kepastian hukum tanpa mengubah 
struktur dasar hukum pertanahan nasional. 
Kualifikasi sui generis tidak berarti PPTI berada di luar hukum. Sebaliknya, PPTI tetap 
memiliki dasar normatif yang kuat. Dari sisi hukum perjanjian, Pasal 1320 KUH Perdata 
menentukan syarat sah perjanjian, sedangkan Pasal 1338 KUH Perdata memberi kekuatan 
mengikat pada perjanjian yang dibuat secara sah. Dari sisi hukum pertanahan, UUPA dan 
PP 18/2021 memberikan dasar mengenai HPL, HGB, serta perjanjian pemanfaatan tanah. 
Oleh karena itu, yang terjadi bukan kekosongan hukum total, melainkan kekaburan 
kualifikasi yuridis. PPTI telah memiliki dasar hukum, tetapi belum selalu dipahami secara 
tepat dalam kategori dogmatik. 

Dalam perspektif kepastian hukum, kualifikasi yang tepat menjadi sangat penting. 
Kepastian hukum tidak hanya berarti adanya peraturan tertulis, tetapi juga kemampuan 
subjek hukum untuk memprediksi akibat hukum dari perbuatannya. BUMN harus 
mengetahui batas kewenangannya sebagai pemegang HPL. Investor harus mengetahui hak 
apa yang diperolehnya dan sampai sejauh mana hak itu dapat digunakan, dialihkan, 
diperpanjang, atau dijaminkan. Kreditur harus mengetahui kualitas objek jaminan. Pejabat 
pertanahan harus mengetahui dasar pendaftaran dan hubungan antara HPL dan HGB. 
Auditor dan otoritas pajak juga membutuhkan kualifikasi yang jelas agar tidak membaca 
transaksi secara terlalu sederhana (Sudikno Mertokusumo, 2008; Wilk, 1950). 

Sebagai perjanjian sui generis, PPTI sebaiknya dipahami sebagai perjanjian 
pemanfaatan tanah HPL yang dibuat oleh BUMN pemegang HPL dengan investor, yang 
menjadi dasar penggunaan tanah industri dan perolehan HGB di atas HPL, dalam jangka 
waktu tertentu, dengan pembayaran tertentu, tanpa mengalihkan HPL kepada investor. 
Definisi operasional ini penting karena menempatkan setiap unsur secara proporsional. 
Unsur kontraktual diakui, tetapi tidak memisahkan PPTI dari rezim pertanahan. Unsur 
ekonomi diakui, tetapi tidak mereduksi PPTI menjadi sewa. Unsur HGB diakui, tetapi tidak 
menimbulkan kesan bahwa HPL telah dijual. 

Sifat publik-privat PPTI juga menguatkan kualifikasi sui generis. Dari sisi publik, 
tanah yang dimanfaatkan berada dalam HPL yang bersumber dari Hak Menguasai Negara. 
Dari sisi privat, hubungan BUMN dan investor dibentuk melalui perjanjian yang memuat hak 
dan kewajiban para pihak. Dari sisi kebendaan, PPTI melahirkan atau menjadi dasar 
lahirnya HGB. Dari sisi ekonomi, PPTI memungkinkan pemanfaatan tanah untuk investasi 
industri. Keempat dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan. Jika hanya dilihat dari sisi publik, 
kepentingan investor dapat terabaikan. Jika hanya dilihat dari sisi privat, asal-usul HPL 
sebagai pelimpahan kewenangan negara dapat dilupakan. 

Secara komparatif, pemisahan antara penguasaan negara atas tanah dan hak 
pemanfaatan privat juga dikenal dalam beberapa sistem hukum lain. Di Tiongkok, negara 
tetap mempertahankan kontrol atas tanah, sementara aktor ekonomi dapat memperoleh 
land use rights untuk jangka waktu tertentu. Di Malaysia, otoritas negara memiliki peran kuat 
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dalam pemberian dan pengembalian hak atas tanah. Perbandingan ini tidak dimaksudkan 
untuk menyamakan sistem Indonesia dengan kedua negara tersebut, melainkan untuk 
menunjukkan bahwa pemisahan antara penguasaan negara dan hak pemanfaatan privat 
merupakan model yang dikenal dalam praktik hukum pertanahan modern. Indonesia 
memiliki desain sendiri melalui HMN, HPL, dan HGB (Peter Ho, 2005; Teo Keang Sood and 
Khaw Lake Tee, 2012). 

Dengan kualifikasi sui generis, kepastian hukum dapat dibangun melalui tiga arah. 
Pertama, kepastian mengenai objek, yaitu bahwa yang dimanfaatkan adalah bagian tanah 
HPL, sedangkan yang diperoleh investor adalah HGB di atas HPL, bukan HPL itu sendiri. 
Kedua, kepastian mengenai hubungan para pihak, yaitu bahwa BUMN tetap pemegang 
HPL, sementara investor memegang hak dan kewajiban sebagai pihak pemanfaat dan 
pemegang atau calon pemegang HGB. Ketiga, kepastian mengenai akibat hukum, yaitu 
bahwa HGB dapat digunakan, dialihkan, diperpanjang, atau dibebani jaminan sesuai 
ketentuan pertanahan dan persetujuan yang relevan. 

Kepastian tersebut mempunyai nilai praktis. Bagi BUMN, kualifikasi sui generis 
menjaga akuntabilitas pengelolaan tanah HPL karena BUMN tidak dianggap menjual HPL. 
Bagi investor, kualifikasi ini memberi pengakuan bahwa kedudukannya tidak selemah 
penyewa biasa. Bagi kreditur, kualifikasi ini membantu menilai bahwa objek jaminan adalah 
HGB di atas HPL dengan batasan tertentu. Bagi pejabat pertanahan, kualifikasi ini 
memperjelas hubungan antara perjanjian pemanfaatan tanah dan penerbitan HGB. Bagi 
otoritas sektoral, kualifikasi ini dapat menjadi titik temu agar tidak terjadi pembacaan yang 
saling bertentangan. 

Oleh karena itu, PPTI sebagai perjanjian sui generis tidak hanya merupakan 
kesimpulan konseptual, tetapi juga kebutuhan praktis untuk menutup ruang ketidakpastian. 
Tanpa kategori ini, PPTI akan terus ditarik-tarik antara jual-beli dan sewa sesuai 
kepentingan pembacanya. Dengan kategori sui generis, hukum dapat mengakui bahwa 
PPTI memang memiliki unsur pembayaran, unsur penggunaan berjangka, unsur pemberian 
hak atas tanah, dan unsur pengelolaan publik sekaligus. Pengakuan atas keseluruhan unsur 
ini lebih sesuai dengan prinsip kepastian hukum daripada pemaksaan ke dalam kategori 
klasik yang tidak lengkap. 
 
Implikasi Normatif bagi Perumusan PPTI, Pembiayaan, dan Kebijakan Pertanahan 

Secara teoritik, implikasi normatif dari kualifikasi sui generis dapat dijelaskan melalui 
teori kepastian hukum, teori perancangan kontrak, dan teori koherensi regulasi. Teori 
kepastian hukum menuntut agar bahasa kontrak dan bahasa regulasi mampu memberikan 
prediktabilitas bagi para pihak. Teori perancangan kontrak menekankan bahwa kontrak tidak 
hanya mencatat kesepakatan, tetapi juga mendistribusikan risiko, menentukan prosedur, 
dan mengatur akibat hukum apabila terjadi perubahan keadaan. Sementara itu, teori 
koherensi regulasi menghendaki agar norma pertanahan, BUMN, pembiayaan, akuntansi, 
dan pajak tidak dibaca secara terpisah sehingga menimbulkan konflik interpretasi. 

Dalam perspektif teori perancangan kontrak, PPTI harus dirumuskan sebagai 
instrumen yang mengelola risiko hukum sejak awal. Risiko tersebut meliputi risiko salah 
klasifikasi, risiko ketidakjelasan objek, risiko hambatan pengalihan, risiko penolakan 
pembebanan Hak Tanggungan, risiko berakhirnya HGB, dan risiko perbedaan tafsir 
antarotoritas. Karena itu, klausul PPTI perlu mengatur secara eksplisit status HPL, dasar 
perolehan HGB, ruang lingkup pemanfaatan tanah, persetujuan pemegang HPL, hak 
kreditur, mekanisme perpanjangan, dan akibat hukum pada akhir masa hak. Dengan cara 
ini, teori sui generis diterjemahkan menjadi desain kontrak yang operasional. 

Dari sudut teori proporsionalitas dalam kontrak komersial, PPTI juga harus menjaga 
keseimbangan kepentingan. BUMN perlu mempertahankan kontrol atas tanah HPL dan tata 
kelola kawasan industri. Investor memerlukan kepastian untuk menggunakan tanah, 
membangun fasilitas, memperoleh pembiayaan, dan merencanakan usaha jangka panjang. 
Kreditur memerlukan kepastian mengenai kualitas jaminan. Negara memerlukan jaminan 
bahwa pengelolaan tanah tetap sejalan dengan fungsi sosial dan kepentingan publik. 
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Konstruksi sui generis memungkinkan semua kepentingan tersebut ditempatkan secara 
proporsional tanpa memaksa hubungan hukum ke dalam kategori jual-beli atau sewa. 

Implikasi kebijakan dari teori tersebut adalah perlunya standar kontrak atau pedoman 
teknis yang mengakui karakter khusus PPTI. Pedoman demikian tidak harus menciptakan 
jenis hak baru, tetapi cukup memperjelas bahwa PPTI adalah perjanjian pemanfaatan tanah 
HPL yang melahirkan atau menjadi dasar HGB di atas HPL. Dengan pedoman tersebut, 
notaris, PPAT, pejabat pertanahan, BUMN, investor, bank, auditor, dan otoritas pajak 
memiliki titik rujuk yang sama. Pada akhirnya, konsep sui generis tidak berhenti sebagai 
argumentasi akademik, tetapi menjadi dasar pembenahan praktik hukum dan tata kelola 
kawasan industri. 

Pada bagian konsiderans atau pembukaan, PPTI perlu menegaskan status BUMN 
sebagai pemegang HPL, dasar hukum HPL, maksud pemanfaatan tanah dalam kawasan 
industri, dan kedudukan investor sebagai pihak yang akan memanfaatkan tanah untuk 
kegiatan industri. Penegasan ini penting agar hubungan hukum tidak dibaca sebagai 
transaksi jual-beli tanah. Klausul pembukaan juga dapat menyatakan bahwa HPL tetap 
berada pada BUMN dan tidak dialihkan kepada investor. Dengan demikian, sejak awal 
dokumen kontrak sudah membedakan antara tanah HPL sebagai objek pengelolaan dan 
HGB sebagai hak yang diperoleh investor. 

Klausul mengenai hak dan kewajiban juga harus membedakan antara hak 
kontraktual dan hak atas tanah. Sebelum HGB diterbitkan, investor terutama memiliki hak 
dan kewajiban kontraktual berdasarkan PPTI. Setelah HGB diterbitkan, investor memiliki hak 
atas tanah yang tunduk pada rezim pertanahan. Pembedaan ini penting karena hak 
kontraktual dan hak kebendaan memiliki akibat hukum yang berbeda. Jika keduanya 
dicampuradukkan, perjanjian dapat menimbulkan ambiguitas mengenai kapan investor mulai 
memperoleh hak atas tanah dan sejauh mana hak itu dapat digunakan. 

Implikasi berikutnya berkaitan dengan pengalihan dan pembebanan jaminan. PPTI 
perlu mengatur secara jelas apakah HGB di atas HPL dapat dialihkan atau dibebani Hak 
Tanggungan, syarat apa yang harus dipenuhi, dan bentuk persetujuan apa yang diperlukan 
dari pemegang HPL. Klausul persetujuan harus seimbang. Di satu sisi, BUMN perlu 
menjaga tata kelola kawasan dan kepentingan HPL. Di sisi lain, investor dan kreditur 
membutuhkan kepastian bahwa persetujuan tidak diberikan secara sewenang-wenang atau 
tanpa parameter. Karena itu, perjanjian sebaiknya mengatur kriteria, prosedur, jangka waktu 
pemberian persetujuan, dan akibat hukum jika permohonan persetujuan ditolak. 

Klausul mengenai jangka waktu, perpanjangan, dan pembaruan HGB juga perlu 
dirumuskan secara detail. Investasi industri biasanya bersifat jangka panjang. Investor 
menanam modal pada bangunan, mesin, jaringan utilitas, instalasi produksi, dan fasilitas 
pendukung lain yang nilai ekonominya tidak selalu kembali dalam waktu singkat. Oleh 
karena itu, ketidakjelasan mengenai perpanjangan atau pembaruan HGB dapat menjadi 
risiko besar. PPTI perlu menjelaskan mekanisme permohonan perpanjangan, syarat yang 
harus dipenuhi, hubungan dengan kebijakan pemegang HPL, dan akibat hukum apabila 
perpanjangan tidak diberikan. 

Fase berakhirnya hak juga harus menjadi perhatian. Dalam sewa biasa, 
berakhirnya sewa biasanya diikuti dengan pengembalian objek. Dalam jual-beli, tidak ada 
pengembalian objek karena hak telah beralih. Dalam PPTI, situasinya lebih kompleks. HGB 
dapat berakhir karena jangka waktu habis, dilepaskan, dibatalkan, atau sebab lain menurut 
hukum. Setelah HGB berakhir, perlu diatur nasib bangunan, instalasi, kewajiban pemulihan, 
aset yang melekat, dan kemungkinan pembaruan hubungan. Karena PPTI bersifat sui 
generis, mekanisme akhir hubungan harus dirancang dengan memperhatikan HPL, HGB, 
investasi yang telah ditanamkan, serta fungsi kawasan industri. 

Dari sisi kebijakan pertanahan, pengakuan PPTI sebagai perjanjian sui generis 
dapat menjadi dasar penyusunan pedoman teknis. PP 18/2021 telah mengakui perjanjian 
pemanfaatan tanah, tetapi belum secara rinci menjelaskan karakter perjanjian pemanfaatan 
tanah industri yang melahirkan HGB di atas HPL BUMN. Pedoman teknis dapat membantu 
menyeragamkan pemahaman antara kementerian pertanahan, kementerian BUMN, 
kementerian perindustrian, pemerintah daerah, kantor pertanahan, notaris, PPAT, bank, 
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auditor, dan otoritas pajak. Tanpa pedoman yang konsisten, masing-masing sektor dapat 
terus membaca PPTI menurut perspektifnya sendiri. 

Dalam praktik notaris dan PPAT, kualifikasi sui generis juga penting. Notaris yang 
menyusun PPTI perlu memastikan bahwa bahasa perjanjian tidak menciptakan kesan 
peralihan HPL. PPAT dan pejabat pertanahan perlu memastikan bahwa dokumen yang 
menjadi dasar pendaftaran HGB di atas HPL konsisten dengan rezim pertanahan. Apabila 
dokumen dasar menggunakan istilah yang tidak tepat, proses pendaftaran, pengalihan, atau 
pembebanan jaminan dapat menimbulkan perbedaan tafsir. Oleh karena itu, penguatan 
pemahaman profesi hukum menjadi bagian dari upaya membangun kepastian hukum PPTI. 
Kualifikasi sui generis juga memiliki implikasi terhadap due diligence. Dalam transaksi 
akuisisi perusahaan, pembiayaan proyek, atau pengalihan HGB di kawasan industri, 
pemeriksa hukum harus menilai tidak hanya sertifikat HGB, tetapi juga dasar PPTI, status 
HPL, kewenangan BUMN, persetujuan pemegang HPL, jangka waktu, kewajiban pemegang 
HGB, dan potensi pembatasan. Pemeriksaan yang hanya membaca transaksi sebagai jual-
beli atau sewa akan mengabaikan aspek penting. Dengan konstruksi sui generis, due 
diligence dapat dilakukan secara lebih menyeluruh karena memahami bahwa objek yang 
diperiksa adalah hubungan HPL-HGB yang lahir dari perjanjian khusus. 

Dari sisi harmonisasi lintas sektor, kualifikasi sui generis dapat mengurangi konflik 
tafsir. Pejabat pertanahan membaca PPTI melalui struktur HPL-HGB; auditor membaca 
transaksi melalui substansi ekonomi; otoritas pajak membaca konsekuensi fiskal; bank 
membaca kualitas jaminan; investor membaca kepastian usaha; dan BUMN membaca 
pengelolaan aset. Semua pembacaan itu dapat sah dalam bidang masing-masing, tetapi 
harus bertumpu pada konstruksi hukum yang sama. Konstruksi sui generis menyediakan 
titik temu: PPTI adalah perjanjian pemanfaatan tanah HPL yang melahirkan HGB, bukan 
jual-beli HPL dan bukan sewa murni. 

Dengan implikasi tersebut, pembahasan mengenai PPTI sebagai perjanjian sui 
generis tidak berhenti pada teori. Konstruksi ini dapat diterapkan dalam penyusunan 
kontrak, pembiayaan, pendaftaran tanah, kebijakan BUMN, pemeriksaan hukum, dan 
harmonisasi regulasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa pembangunan kawasan industri 
dapat berjalan dengan tetap menghormati karakter hukum pertanahan nasional. Negara 
tetap mempertahankan penguasaan atas tanah melalui HPL, BUMN dapat mengelola 
kawasan secara produktif, investor memperoleh hak yang cukup kuat untuk berusaha, dan 
kreditur memperoleh dasar penilaian jaminan yang lebih jelas. 
 
VI. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan di atas, karakter yuridis Perjanjian Pemanfaatan Tanah 
Industri (PPTI) yang melahirkan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) 
BUMN tidak dapat dipahami sebagai hubungan hukum tunggal yang sepenuhnya bersifat 
privat. PPTI merupakan perjanjian pemanfaatan tanah HPL yang lahir dari relasi berlapis 
antara kewenangan publik negara, kedudukan BUMN sebagai pemegang HPL, hubungan 
kontraktual antara BUMN dan investor, serta lahirnya HGB sebagai hak atas tanah yang 
memiliki dimensi administratif dan kebendaan. Karakter tersebut menunjukkan bahwa 
BUMN tidak bertindak sebagai pemilik privat yang bebas mengalihkan tanah HPL, 
melainkan sebagai pemegang sebagian kewenangan negara yang diberi ruang untuk 
mengadakan perjanjian pemanfaatan tanah dengan pihak ketiga. Di sisi lain, investor tidak 
hanya memperoleh hak menikmati tanah sebagaimana penyewa biasa, tetapi memperoleh 
atau diarahkan untuk memperoleh HGB yang dapat didaftarkan, digunakan, dialihkan, dan 
dalam kondisi tertentu dibebani Hak Tanggungan sesuai ketentuan hukum pertanahan. 
Dengan demikian, PPTI memiliki karakter publik-privat, kontraktual-kebendaan, dan 
administratif sekaligus. 

PPTI perlu dikualifikasikan sebagai perjanjian sui generis karena kategori jual-beli 
maupun sewa-menyewa tidak memadai untuk menjelaskan keseluruhan struktur dan akibat 
hukumnya. Kualifikasi sebagai jual-beli keliru karena HPL tidak pernah berpindah kepada 
investor; BUMN tetap menjadi pemegang HPL dan hubungan hukum dengan investor tetap 
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berlangsung selama masa pemanfaatan tanah. Sebaliknya, kualifikasi sebagai sewa-
menyewa murni juga tidak tepat karena PPTI melahirkan HGB yang berbeda dari hak 
perseorangan penyewa. Oleh karena itu, penggunaan konsep sui generis bukan 
dimaksudkan untuk menempatkan PPTI di luar sistem hukum, melainkan untuk memberi 
konstruksi dogmatik yang lebih akurat atas hubungan hukum yang telah memiliki dasar 
dalam KUH Perdata, UUPA, dan PP Nomor 18 Tahun 2021. Kualifikasi ini penting bagi 
kepastian hukum karena membantu BUMN memahami batas pengelolaan HPL, investor 
memahami kedudukan dan nilai hukum HGB, kreditur menilai kualitas jaminan, serta otoritas 
publik menghindari pembacaan yang saling bertentangan. Dalam konteks tersebut, PPTI 
sebagai perjanjian sui generis menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara 
penguasaan negara atas tanah, kepentingan pengelolaan kawasan industri oleh BUMN, 
kebutuhan investasi, dan perlindungan kepastian hukum bagi para pihak. 
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